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ABSTRAK

Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh atau yang disebut dengan
singkatan HUDA merupakan sebuah organisasi yang didirikan di Makam Syiah
Kuala Banda Aceh pada tanggal 14 September 1999. Pembentukan HUDA atau
proses lahirnya HUDA terkait erat dengan isu perdamaian Aceh pada saat itu.
Tujuan HUDA tidak lain untuk menampung semua aspirasi masyarakat dan juga
berjuang untuk menyelesaikan sebuah konflik yang berkepanjangan masa itu.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengarun HUDA dalam pengambilan
kebijakan di pemerintahan Aceh Besar dan untuk mengetahui HUDA dan
pemetaan kekuatan politik dalam perumusan kebijakan di Aceh Besar. Penelitin
ini menggunakan metode penelitian kualitif dengan pendekatan diskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan Huda tidak terlibat langsung dalam, namun Waled
Husaini dan anggota DPRK dari PDA yang masuk memberikan usulan program
yang telah diusulkan oleh Huda. Dari data dilapangan ternyata hanya ada 3 usulan
program yang mampu dipengaruhi oleh Huda dan jumlah tersebut sangat kecil
dibandingkan porsi lain yang dikuasai oleh Bupati Aceh Besar. Kemudian
lembaga otoritas keagamaan walaupun mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap publik, namun tidak mampu membangun bargaining dengan kekuatan
aktor politik lain dalam kontestasi politik di pemerintahan Aceh Besar. Hal ini
dibuktikan dengan lembaga sebesar Huda yang tidak punya impact untuk
mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menyimpulkan
Huda sebagai organisasi yang memiliki otoritas kekuasaan memiliki pengaruh
yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Aceh Besar.
Hal tersebut terjadi karena minimnya kekuatan politik Huda dalam keseluruhan
pemetaan aktor dan sumberdaya dominan dalam pengambilan keputusan di Aceh
Besar. Kubu PAN memiliki kekuatan politik dan pendukungnya dalam
memasukkan kebijakan sedangkan HUDA tidak memiliki kekuatan politik dan
sumberdaya yang kuat sehingga mengurangi pengaruh HUDA dalam pengambilan
keputusan di Aceh Besar

Kata kunci: HUDA, Kontestasi HUDA, Pemerintahan Aceh Besar.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh atau yang disebut dengan
singkatan HUDA merupakan sebuah organisasi yang didirikan di Makam Syiah
Kuala Banda Aceh pada tanggal 14 September 1999. Pembentukan HUDA atau
proses lahirnya HUDA terkait erat dengan isu perdamaian Aceh pada saat itu.
Tujuan HUDA tidak lain untuk menampung semua aspirasi masyarakat dan juga

berjuang untuk menyelesaikan sebuah konflik yang berkepanjangan masa itu.

Inisiasi awal munculnya HUDA disebabkan karena konflik
berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah
Republik Indonesia yang tidak menunjukkan ke arah penyelesaian sehingga ulama
harus bersatu untuk ikut terlibat penyelesaian konflik ini. Dan melihat kesediaan
beberapa ulama merespon permintaan kaum muda dan aktivis dari kalangan
mahasiswa, termasuk para santri tentang persoalan yang muncul dalam berbagai
pertemuan yang mereka lakukan. Mereka melihat siapa yang mampu
menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi kala itu. Persoalan inilah yang
mendorong mereka untuk meminta bantuan pada para ulama. Sebelumnya mereka

mencoba menawarkan kepada NU, Dayah Safiatuddin, PARTI dan organisasi

! Sejarah - PB HUDA Diakses melalui website resmi HUDA https://pbhuda.org pada
tanggal 20 Desember 2021



lainnya, tetapi tidak ada satu organisasi pun yang bersedia. Hingga pada akhirnya

ada beberapa ulama yang merespon keinginan tersebut.?

Dalam menindaklanjuti respon dari ulama tersebut pada tahun 1999
diadakan pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat Aceh dan diikuti lebih kurang
600 peserta dari berbagai daerah di Aceh yang berasal dari kalangan aktivis muda,
mahasiswa, santri dan juga para ulama. Ulama yang hadir pada saat itu tidak
hanya ulama dari kalangan muda saja, tetapi juga ulama dari kalangan tua.
Dimana para ulama muda yang hadir pada saat itu adalah Tgk. H. Faisal Ali
(Merupakan Sekjen HUDA sekarang), Tgk Bulgini (Lueng Bata), Tgk. H. Baihaqi
(Merupakan pimpinan HUDA Aceh Utara), Tgk. H. Anwar (Merupakan pimpinan
HUDA Pidie Jaya, anak dari Abu Kuta Krueng), dan yang terakhir Tgk. Iskandar
Zulkarnain (Malaysia). Sedangkan ulama dari kalangan tua yang hadir pada saat
itu adalah Abu Tumin, Abu Kuta Krueng dan Abu Panton. Mereka semua
bersepakat untuk melakukan sebuah langkah nyata untuk perbaikan nasib
masyarakat Aceh yang hidupnya penuh dengan ketegangan oleh situasi dan
kondisi yang sangat mengkhawatirkan semua pihak pada saat itu. Dari hasil
pertemuan dan musyawarah tersebut pada tanggal 14 September 1999 lahirlah
sebuah kesepakatan untuk mendirikan suatu organisasi yang siap menampung
semua aspirasi masyarakat dan juga berjuang untuk menyelesaikan sebuah konflik
yang berkepanjangan yang disebut dengan HUDA. Setelah Aceh dan Indonesia

damai saat ini dalam perkembangannya, HUDA membangun kerja sama dengan

2 1bid



pemerintah sebagai mitra kritis untuk mengawal kebijakan dan perencanaan yang

dikeluarkan.®

Kata kontestasi berasal dari kata bahasa Inggris, contestation, yang
diserap ke bahasa Indonesia. Dalam Kamus Merriam-Websters, contestation
bermakna controversy dan debate. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI
V) pun sejalan dengan hal itu, yaitu kata kontestasi bermakna kontroversi atau
perdebatan; sistem untuk memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti
'sistem pasar' seiring dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi pada
1998. Dengan demikian, berdasarkan kedua pengertian tersebut, jelas sekali
bahwa kata kontestasi tidak punya hubungan makna dengan kata persaingan,

kontes, dan kompetisi.

Di Provinsi Aceh kiprah HUDA dalam dunia politik dan pemerintahan
memang tidak diragukan lagi. Ini dikarenakan Provinsi Aceh merupakan provinsi
yang menjalankan syariat Islam dan masyarakat Aceh sangat menghormati
kedudukan ulama. Ulama di Aceh sangat kompetitif dalam urusan politik dan
pemerintahan. Hal ini tidak lain karena kepercayaan masyarakat terhadap ulama.
Seperti di Aceh Tamiang, Langsa dan daerah lainnya di Aceh HUDA sangat
berperan dalam kontestasi politik dan mampu menempati jabatan strategis di
pemerintahan. Di Aceh Tamiang pemkab mengeluarkan kebijakan program
mengaji setiap magrib, ini merupakan salah satu contoh pengaruh HUDA dalam
pengambilan keputusan kebijakan. Dapat dilihat juga di Aceh Tamiang dan

Langsa dari 10 keputusan 7 diantaranya dipengaruhi oleh HUDA. Selain itu

* Ibid



beberapa jabatan strategis dipegang oleh anggota HUDA. Ini menandakan HUDA
memiliki peran dan wewenang penuh dalam dunia politik dan pemerintahan di

wilayah Aceh.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Besar kiprah HUDA dalam dunia politik
dan pemerintahan terlihat saat Tgk. Muhibbah yang berhasil terpilih selaku
anggota DPRK pada periode yang lalu dan disusul dengan Tgk. Harmen
Nurhikmah. Kemudian pada tahun 2017 lalu, Tgk Husaini A Wahab juga ditunjuk
untuk menjadi kandidat calon wakil bupati Aceh Besar. Tgk Husaini A Wahab
merupakan salah satu ulama yang ada di Aceh Besar dan beliau juga merupakan
ketua HUDA Aceh Besar yang mempunyai relasi dayah, serta pimpinan dayah
Ruhul Fatayah, pada saat itu beliau dipasangkan dengan Mawardi Ali yang
merupakan kader dari Partai Amanat Nasional. Keterlibatan langsung tokoh
HUDA dalam kontestasi politik dan pemerintahan di Aceh Besar merupakan

contoh nyata peran ulama dalam kontestasi politik dan pemerintahan.

Namun walaupun posisi HUDA berhasil menempati posisi yang strategis
dalam kancah dunia perpolitikan dan pemerintahan di Aceh Besar, akan tetapi
dalam pengambilan keputusan kebijakan keterlibatan dan peran HUDA hampir
tidak terlihat. Hal ini terpantau dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemkab Aceh Besar. Dari 10 kebijakan terlihat hanya 3 kebijakan yang



dipengaruhi oleh keanggotaan HUDA. Ada 7 kebijakan yang dikeluarkan pemkab

Aceh Besar yang tidak melibatkan HUDA ialah: *

1. Nomor 061/046 tentang Penggunaan Bahasa Aceh sebagai Bahasa
Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar

2. Kebijakan pro abes

3. Kebijakan pelayanan masyarakat khusus Pulo Aceh

4. Kebijakan pengembangan kawasan ekonomi untuk peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Diantaranya adalah
pengembangan destinasi wisata.

5. Membangun kawasan ekonomi dalam pembangunan terpadu.

6. Kebijakan arah pembangunan Pulo Aceh

7. Memfungsikan gedung di kawasan Pasar Lambaro, untuk

mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.

Selanjutnya 3 kebijakan hasil terobosan dan atas dasar kepentingan HUDA

ialah:

1. Kebijakan wajib hijab bagi pramugari muslim®

2. Beasiswa untuk mahasiswa santri Salafiyah °

* Diakses melalui web (https://www.kba.one/news/pemkab-aceh-besar-wajibkan-semua-
pegawai-berbahasa-aceh-setiap-hari-kamis/index.html) pada tanggal tanggal 20 Agustus 2021

>Diakses melalui web (https:/disdikbudacehbesar.org/2019/07/14/bupati-aceh-besar-
semoga-program-tahfidz-melahirkan-satu-gampong-satu-hafidz) pada tanggal tanggal 20 Agustus
2021

®Diakses melalui web (https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-
pelatihan/pemkab-aceh-besar-salurkan-beasiswa-rp-34-milyar) pada tanggal tanggal 20 Agustus
2021


https://www.kba.one/news/pemkab-aceh-besar-wajibkan-semua-pegawai-berbahasa-aceh-setiap-hari-kamis/index.html
https://www.kba.one/news/pemkab-aceh-besar-wajibkan-semua-pegawai-berbahasa-aceh-setiap-hari-kamis/index.html
https://disdikbudacehbesar.org/2019/07/14/bupati-aceh-besar-semoga-program-tahfidz-melahirkan-satu-gampong-satu-hafidz
https://disdikbudacehbesar.org/2019/07/14/bupati-aceh-besar-semoga-program-tahfidz-melahirkan-satu-gampong-satu-hafidz
https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-pelatihan/pemkab-aceh-besar-salurkan-beasiswa-rp-34-milyar
https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-pelatihan/pemkab-aceh-besar-salurkan-beasiswa-rp-34-milyar

3. Pembangunan dayah

Dan masih ada beberapa rumusan kebijakan usulan dari HUDA dalam
pelaksanaan syariat Islam yang belum terlaksana. Seperti kebijakan larangan
penerbangan di hari raya. Konflik bupati dan wakil bupati saat itu menyebabkan
macetnya program program penguatan pelaksanaan Syariat Islam, awal-awal
periode kepemimpinannya begitu gencar, namun berjalan di periode tiga tahun
semakin redup dan sepi terobosan. Padahal Waled sebagai ketua HUDA Aceh
besar saat ini dianggap mampu menerapkan syariat Islam dalam kebijakan-

kebijakan di Aceh Besar .

Seperti yang terlihat selama ini kebijakan pelaksanaan Syariat Islam belum
menyentuh persoalan yang substansi, misal penguatan pendidikan agama Islam
(Aqgidah, Akhlak, dan Hukum) karena pemahaman agama era milenial sekarang
sangat terbatas, dan kalangan pemuda Aceh Besar sudah meninggalkan identitas
keAcehan. Padahal Aceh Besar memiliki banyak pesantren dan pimpinan-
pimpinan ulama yang akan mampu memberi masukan kepada pemangku
pengambil kebijakan. Ditambah lagi posisi HUDA dalam pemerintahan dapat
dianggap strategis. Namun fenomena yang terlihat di Aceh Besar saat ini bahwa
HUDA belum mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan di Aceh Besar
walaupun wakil bupati saat ini yang berada di pemerintahan Aceh Besar berasal

dari unsur HUDA. Sejauh pantauan ditemukan minimnya pengaruh HUDA dalam

"Diakses melalui web (https://www.indojayanews.com/daerah/tiga-tahun-
pemerintahanmawardiwaled-visi-misi-aceh-besar-jauh-panggang-dari-api/) pada tanggal tanggal
20 Agustus 2021


https://www.indojayanews.com/daerah/tiga-tahun-pemerintahanmawardiwaled-visi-misi-aceh-besar-jauh-panggang-dari-api/
https://www.indojayanews.com/daerah/tiga-tahun-pemerintahanmawardiwaled-visi-misi-aceh-besar-jauh-panggang-dari-api/

mempengaruhi kebijakan di Aceh Besar. Argumen awal peneliti menduga
perseteruan/konflik antara Bupati dan Wakil Bupati saat itu menjadi hambatan
bagi wakil bupati yang notaben HUDA untuk eksis dan aktif dalam mengusulkan
kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan HUDA. Oleh karena itu
peneliti tertarik untuk menelaahnya secara lebih mendalam dengan judul

Kontestasi Huda Dalam Politik Dan Pemerintahan Di Aceh Besar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengarun HUDA dalam pengambilan kebijakan di
pemerintahan Aceh Besar?
2. Bagaimana HUDA dan pemetaan kekuatan politik dalam perumusan

kebijakan di Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh HUDA dalam pengambilan kebijakan di
pemerintahan Aceh Besar
2. Untuk mengetahui HUDA dan pemetaan kekuatan politik dalam

perumusan kebijakan di Aceh Besar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah
keilmuan jurusan IImu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



2. Manfaat Praktis.
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
melengkapi kepustakaan di bidang IImu Politik, terutama yang berkaitan

tentang kontestasi politik dan pemerintahan di Aceh Besar



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Riva Rusda dengan judul penelitian
“Keterlibatan Ulama dalam Politik (Suatu Penelitian Terhadap Partai Aceh dan
Partai Daulat Aceh di Aceh Barat Daya)” Skripsi ini membahas tentang
Keikutsertaan ulama melahirkan pandangan yang pro dan kontra di tengah-tengah
masyarakat, Pandangan yang pro melihat ulama mampu membersihkan suasana
politik sedangkan pandangan kontra melihat politik hanya sebatas kekuasaan dan
mencoreng citra ulama. Namun sebagian dari masyarakat Aceh Barat Daya
memandang keterlibatan ulama ke dalam Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh
sebagai suatu hal yang wajar, keterlibatan ulama dianggap mampu memberikan
nuansa yang lebih bersih dalam politik, sedangkan sebagian lainnya menganggap
ketika ulama terlibat ke dalam politik ia hanya akan mementingkan dirinya sendiri
dan mampu merusak citranya sebagai ulama. Keterlibatan ulama dalam politik
diharapkan lebih mampu mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat, dan
menjaga politik yang dijalaninya tetap bersih sehingga citranya tetap terjaga agar
pandangan masyarakat terhadap keterlibatan ulama tetap baik dan
mendukung. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu

ulama terlibat langsung ke dalam ranah politik.?

® Riva Rusda, Keterlibatan Ulama dalam Politik (Suatu Penelitian Terhadap Partai Aceh
dan Partai Daulat Aceh di Aceh Barat Daya), Skripsi 2018



Penelitian kedua dilakukan oleh Sudirman dengan judul penelitian “Kiai
Sebagai Kekuatan Politik (Studi Kasus Keterlibatan Kyai Dedi Suhandi Pada
Pilkada Kabupaten Serang 2010)”. Skripsi ini membahas tentang keterlibatan
Kyai Dedi Suhandi dengan kedua pasangan kandidat tidak terlepas dari sebuah
kepentingan yang diperjuangkan olehnya, kiai sebagai tokoh sentral di dalam
tubuh masyarakat menjadi sebuah panutan dan sandaran yang dianggap bisa
membawa kepada perubahan yang lebih baik, karismatik yang dimiliki dan
kepercayaan yang timbul dari masyarakat terhadap Kyai Dedi Suhandi
menjadikan beliau sebagai wadah aspirasi rakyat agar bisa menyampaikannya
kepada elit memerintah. Selain kepentingan khalayak umum, Kyai Dedi Suhandi
juga memiliki kepentingan dengan pondok pesantren yang dikelolanya, pondok
pesantren Darul Anwar yang berdiri sekitar tahun 1987 yang berada di kampung
Nangka Beurit, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang-Banten adalah pondok
pesantren yang menjadi sebuah tempat kegiatan belajar mengajar di bidang ilmu
keagamaan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama
membahas tentang Ulama dan politik, namun perbedaannya terletak pada teori

yang digunakan.’

Penelitian ketiga mengutip milik Mujiono dengan judul penelitian
“Keterlibatan Kiai Dan Ustadz Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap
Minat Belajar Santri Di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin Limpung Batang”.
Skripsi ini membahas tentang di kecamatan Limpung kabupaten Batang, terdapat

sebuah pondok pesantren yang bernama pondok pesantren Roudlotul Muhtadin

° Sudirman, “Kyai Sebagai Kekuatan Politik (Studi Kasus Keterlibatan Kyai Dedi
Suhandi Pada Pilkada Kabupaten Serang 2010)”
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yang diasuh oleh dua kiai yang cukup terkenal di wilayah Batang. Beliau adalah
K.H Ahmad Nur Khozin dan K.H Ahmad Soleh. Kedua kiai tersebut sama sama
terjun dalam politik praktis yaitu masuk dalam struktural pengurus partai politik
PPP (Partai Persatuan Pembangunan) cabang Batang. Bahkan K.H Ahmad Soleh
adalah sebagai ketuanya. Tidak hanya kedua Kkiai tersebut, bahkan semua
ustadznya sebagian besar juga terlibat dalam politik praktis meskipun berbeda
afiliasi politiknya dengan kiainya. Sang kiai masuk kedalam Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), sedangkan para ustadz masuk partai politik yang lain yaitu
PKB. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama

membahas tentang keterlibatan ulama dalam ranah politik.*°

Penelitian keempat dilakukan oleh Mahmuddin dengan judul penelitian
Identitas Politik Kaum Bersarung: Relasi Taliban Dan Huda Dalam Proses Damai
Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pelibatan Taliban dan HUDA dalam proses
damai di Aceh sebagai local identity yang berupaya mewujudkan makna damai
dalam konteks keAcehan yang seringkali terabaikan oleh negara di saat melihat
pergulatan politik yang panjang dari dinamika tradisi sentralistik-otoritarian
sebagai pemandu jalan pembangunan di semua aspek yang sering digunakan
pemerintah. Wacana pembangunan politik melalui proses damai Yyang
dikembangkan Taliban dan HUDA lebih berorientasi pada upaya membangun
kesadaran politik di atas nilai-nilai Islam yang mampu membawa kesejahteraan

masyarakat. Konsep revival dari relasi yang dibangun Taliban dan HUDA sebagai

1% Mujiono, “Keterlibatan Kiai Dan Ustadz Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya

Terhadap Minat Belajar Santri Di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin Limpung Batang”,
Skripsi 2017
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pejawatahan komunitas santri dan ulama dayah tradisional tidak lain berupaya
mempertahankan nilai-nilai perdamaian berasaskan identitas keacehan yang

religius dalam semua lini kehidupan.**

Penelitian kelima dilakukan oleh Said Usman Umar dengan judul Ulama
dan Politik (Studi Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali
Mandar. Tesis ini membahas topik ulama dan politik, khususnya yang berkaitan
dengan peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polewali Mandar
(Polman). Permasalahan pokok yang dikaji berfokus pada kiprah ulama dalam
kontestasi politik, pandangan (tokoh) masyarakat terhadap kiprah, dan pengaruh
ulama dalam kontestasi politik di Polman. Jenis Penelitian adalah penelitian
lapangan kualitatif-deskriptif. Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah
pendekatan pemikiran politik Islam untuk mengulas visi, posisi, peran, kiprah dan
pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Polman. Pendekatan sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik, pendekatan
historis dan pendekatan komparatif. Metode analisis yang digunakan bersifat
deskriptif-kritis. Kiprah politik ulama masih sangat minim dalam kontestasi
politik di Polman, ulama yang terlibat langsung dalam politik praktis masih sangat
kurang, hanya dua nama yang diidentikkan sebagai ulama dari Polman yang
terlibat aktif dalam politik praktis, yaitu AGH.Syibli Shahabuddin dan H. Zainal
Abidin, Lc. Posisi strategis ulama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat
Polman tidak membuat ulama yang terlibat dalam dunia politik praktis mendapat

dukungan signifikan dari masyarakat. Visi politik ulama masih belum kuat

1 Mahmuddin, Identitas Politik Kaum Bersarung: Relasi Taliban Dan Huda Dalam
Proses Damai Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi 2020
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mengakar di masyarakat, karena strategi dan komunikasi politik yang dijalankan
oleh ulama masih terbilang sangat tradisional dan konvensional. Pengaruh politik
ulama sedikit menonjol ketika ulama dijadikan salah satu proxy dalam suksesi
calon kepala daerah baik dalam pemilihan gubernur maupun bupati. Berkenaan
dengan pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan publik di Polman masih
belum optimal. Ulama hanya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan
pemerintahan yang terkait masalah-masalah keagamaan. Pada pengambilan
kebijakan yang lebih luas, ulama masih belum dilibatkan oleh pemerintah baik
eksekutif maupun legislatif karena masih dipandang belum memiliki keahlian di
bidang tersebut. Respons tokoh masyarakat terkait kiprah politik ulama dalam
kontestasi politik di Polman pada dasarnya sangat apresiatif, hanya saja diakui
peran dan pengaruh yang dimainkan oleh ulama di Polman selama ini masih
belum optimal. Oleh karena itu, semuanya mengharapkan maksimalisasi peran
ulama dalam dunia politik di Polman dengan mendorong ulama yang punya
kapasitas dan integritas untuk terlibat aktif kontestasi politik di Polman serta

memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan publik di Polman.*?
2.2. Landasan Teori
2.2.1 Teori Sistem Politik

Pembahasan rencana ratifikasi perjanjian internasional merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai suatu

2 53id Usman Umar dengan judul Ulama dan Politik (Studi Peran Ulama dalam
Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
Skripsi 2020
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keputusan atau kebijakan. Sehubungan dengan itu, Suharno mengatakan bahwa
proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan
tidak semudah yang dibayangkan. Kebijakan ini dipandang sebagai suatu proses,
yakni proses politik maka ia dipersepsikan sebagai sebuah siklus. Siklus yang ada
pada proses tersebut menunjukan, bahwa terbentuknya sebuah kebijakan tidak
terlepas dari siklus yang ada. Artinya siklus tersebut berada dalam sebuah sistem
yang mana antara unsur satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau tidak
terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pembahasan rencana
ratifikasi ini terbentuk karena adanya keterkaitan antar unsur yang satu dan

lainnya yang ada dalam sebuah sistem.**

Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton menjelaskan
bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input
berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematik oleh sistem
politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut output.
Output yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh
lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. Output
yang dihasilkan tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan keberadaan

proses politik di dalamnya.™

Berdasarkan asumsi Easton tersebut, proses dalam setiap sistem dapat

dijelaskan sebagai input dan output yang secara detailnya adalah pengolahan input

3 Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UNY Press, 2010)
 David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora,
(Jakarta: Bina Aksara, 1988)
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untuk menjadi output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi
masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah
menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi

oleh lingkungan sosial.™

Untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau

atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:*®

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik
Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu
sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan
roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya
otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif,
yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-
unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah
negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya. Untuk dapat
membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem
politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik
ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan
pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat.
Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak

termasuk ke dalam sistem politik.

15 B
Ibid
16 Beddy, Maksudi Iriawan, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan
Empirik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
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2.

Input-output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input
yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan
dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat
kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik
kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik.
Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk
mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah
hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan
masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan
yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu
atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk.
Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas
keputusan yang dibuat.

Diferensiasi dalam Sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau
pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga
dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja kaitannya dalam
penelitian ini adalah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang
sudah ditandatangani Indonesia, tidak bisa cukup Kementerian
Perdagangan (Kemendag) saja yang memutuskan selanjutnya melakukan
ratifikasi. Tetapi, perlu adanya disampaikan kepada DPR untuk dibahas

bersama dalam menentukan rencana ratifikasi. Dalam pembahasan pun,
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bukan hanya dilakukan Kemendag dan DPR saja, tetapi juga dapat

melibatkan pihak ketiga dan masyarakat untuk sebagai pertimbangan.

Pihak-pihak tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi

pekerjaannya.

4. Integrasi dalam Sistem

Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau

pemisahan), suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi.

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai

tujuan bersama.

David Easton di dalam bukunya “The Political System”, yang memuat
mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-
balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan.
Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk
masukan-masukan (input) masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan
kemudian menjadi bentuk output, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui
proses yang berlangsung.*’

Sebagai salah satu variabel dalam suatu sistem, input dapat berupa
tuntutan maupun dukungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam,
yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari
eksternal. Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi. Hal ini
dikarenakan dianggapnya tuntutan eksternal sebagai hal yang berada diluar sistem

politik (sebagai sistem-sistem lain). Sedangkan input yang berasal dari internal bisa

'7 Chilcote, Ronald, Teori Perbandingan Politik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2001)
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dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. Tuntutan yang
berasal dari internal ini bisa jadi muncul karena situasi kerja dari sistem politik
tersebut, yang memungkinkan menginginkan adanya perubahan pada sistem politik
yang ada.”®

Variabel lain dalam input adalah dukungan. Dukungan merupakan bentuk
tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk
dukungan ini seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa
pernyataan maupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan.
Easton juga menjelaskan bahwa dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau
kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain.*® Dukungan biasanya
berasal dari kelompok kepentingan atau unit-unit politik yang membutuhkan
kepemimpinan baru untuk menyelesaikan permasalahan sistem politik. Dukungan
menjadi indeks utama kedua dalam variabel input.

Input dalam suatu sistem menjadi variabel yang sangat diperlukan untuk
menjamin tetap bekerjanya suatu sistem. Tanpa adanya input, sistem tidak akan
dapat bekerja. Namun, disamping itu tuntutan bisa terjadi terlalu banyak dan
beragam jenisnya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan
membutuhkan waktu yang panjang untuk memprosesnya.

Variabel selanjutnya adalah output. Dalam rumusan Easton, output adalah
status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan,

dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dari pihak

¥ David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora,
(Jakarta: Bina Aksara, 1988)
¥ Mas’oed, Mochtar, Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2001)

18



penguasa politik, konsensus informasi suatu majelis kesukuan dan juga selera dan
manfaat para penguasa. Output merupakan bentuk dari ekstraksi antara sistem
politik dan permasalahan lingkungan. Proses output menghasilkan tindakan atau
kebijakan sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan
sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu Negara.?

Variabel output ini juga akan mempengaruhi kerja sistem politik
selanjutnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat
adanya output tersebut. Apabila output sesuai dengan harapan pada input sistem
politik, maka keberadaan output akan memberikan pembaharuan pada dukungan
(arahnya positif). Tetapi, jika output tidak sesuai harapan, maka akan terjadi erosi
dukungan yang selanjutnya akan mengganggu stabilitas sistem. Variabel output
akan menghasilkan efek feedback atau yang sering disebut sebagai umpan balik.
Proses feedback merupakan hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap
output yang dihasilkan. Proses feedback sangat penting peranannya pada
pemerintah, karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang
dikeluarkan dari masyarakat.**

Proses berlangsungnya suatu feedback, tentu tidak terlepas dari intervensi
variabel lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan disini bisa berupa lingkungan
yang berada dari dalam sistem itu sendiri, maupun lingkungan yang berada di luar
sistem. Lingkungan dalam suatu sistem bisa berupa suatu tekanan atau bahkan

gangguan. Keberadaan variabel lingkungan, sangat memungkinkan menimbulkan

%% David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora,
(Jakarta: Bina Aksara, 1988)
?! 1bid
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suatu hubungan yang baru karena keberadaan lingkungan tersebut dalam suatu
sistem politik.

Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan dimana bagiannya satu sama
lain bergantung secara fungsional, yang mempunyai batas-batas tertentu tapi
merupakan komponen daripada suatu keutuhan yang bulat. Jika salah satu
komponen itu berubah maka bagian-bagian lainnya pasti berubah. Dengan
perkataan lain, dengan suatu variabel dalam sebuah sistem politik mengalami
perubahan kualitas dan kuantitas, maka yang lain juga akan mengalami perubahan
yang sama, walaupun dalam kadar yang berbeda. Di samping itu, akibat tekanan
lingkungan, maka sistem juga akan berubah penampilannya hingga bagian yang
mengalami tekanan itu kembali dalam kondisi semula.??

Sistem politik sendiri memiliki fungsi yang tidak terlepas dari fungsi input
dan fungsi output dari sistem politik itu sendiri. Fungsi input dalam fungsi sistem
politik sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang memungkinkan
suatu sistem berjalan. Pada umumnya, input dalam suatu sistem politik
dimanitafsirkan kedalam sebuah dukungan dan tuntutan input merupakan bahan
bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri.
Selanjutnya, fungsi output dalam fungsi sistem politik adalah sebagai pembuatan-
pembuatan peraturan dan kebijakan yang merupakan salah satu fungsi output dalam

sistem politik.”® Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang

22 .
Ibid
23 Budi Winarmo, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: PT Bukukita, 2007)
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membuat peraturan atau undang-undang sebagai wujud kebijakan adalah lembaga
yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebuah fungsi.?*

2.2.2 Teori Proses Politik

Istilah the Political Process Theory (Teori Proses Politik) seringkali
disebut juga dengan istilah Political Opportunity Approach (Pendekatan
Kesempatan Politik) atau Political Opportunity Structure (Struktur Kesempatan
Politik).” Political Opportunity yaitu keselarasan antara kelompok dengan
lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu
dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan
perubahan dalam suatu sistem politik. Political Opportunity (Peluang Peluang
Politik) merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua faktor

yang lainnya.?

Pandangan the Political Process Theory melihat faktor internal dan faktor
eksternal sama pentingnya. ldeologi dan keyakinan dianggap sama pentingnya
dengan sumber daya material, seperti halnya koneksi politik dan struktur sosial.
Political Process Theory adalah teori yang berusaha mengkombinasikan dari
pandangan Mass Society Theory, Relative Deprivation Theory, dan Resource

Mobilization Theory secara bersama ke dalam perspektif yang lebih historis dan

politik.’

** Ibid

> Oman Sukamana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, (Malang: Intrans Publishing,
2016)

*® 1bid

*7 1bid
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Beberapa sosiolog berpendapat bahwa Teori Proses Politik (the Political
Process Theory) merupakan pandangan yang mendasarkan pada pemikiran teori
Marxis (neo-Marxist) karena memfokuskan kepada kekuasaan potensial
revolusioner dari orang-orang biasa dan berasumsi bahwa masyarakat
dikendalikan oleh sekelompok kecil dari elite yang berkuasa. Fokus analisis neo-
Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Bagi kalangan
neo-Marxist, konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting dalam
mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politik harus dilihat

dalam rangka konflik antar kelas.®

Proses politik merupakan dinamika perjalanan politik dalam sebuah
negara. Proses politik (political process) adalah mengacu kepada suatu keadaan
dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasan politik dan
menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi
tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-
kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan

politik, serta peran dan latar belakang para politisi.”®

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam
mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam interaksi antara satu sama lain,
proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Dalam menjalankan sistem
politik, tentu ada persoalan-persoalan yang ditemui ketika sistem tersebut

berlangsung. Persoalan-persoalan tersebut bisa mengenai hal mengakomodasikan

28 .
Ibid
%% Nicholas Abercrombie dkk, Kamus Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010)
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input-input yang akan diolah menjadi output. Menurut Rusadi, tuntutan-tuntutan
yang merupakan bagian dari input disalurkan dan ditanggapi melalui suatu

mekanisme, yang disebut sebagai proses politik.*

Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Lasswell, ia
menyimpulkan proses politik sebagai masalah Who gets what, when, how, atau
masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya
mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk
menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. ‘“Bagaimana”

berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.**

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik
Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu adalah
sebagai berikut:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Administrator sebagai
pembuat keputusan harus mempertimbangkan berbagai alternatif yang kan
dipilih hanya berdasarkan penilaian rasional, namun proses dan prosedur
pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dunia
nyata.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme). Para administrator
biasanya cenderung mengikuti kebiasaan lama sekalipun keputusan-
keputusan yang berkenaan dengan itu telah dikritik sebagai suatu

kesalahan dan perlu diubah.

*vana's Hijri, Politik Pemekaran Di Indonesia, (Malang: UMM Press, 2016)

31 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar lImu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008)
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C.

d.

€.

Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang
dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat
pribadinya.

Adanya pengaruh dari kelompok luar. Pembuatan keputusan seringkali
dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman orang lain yang
sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman
(sejarah) yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut James E. Anderson menemukan beberapa nilai yang

melandasi tingkah laku para pembuat keputusan, yaitu:

a.

b.

Nilai-nilai politik, dalam arti keputusan tersebut dibuat berdasarkan
kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
Nilai-nilai organisasi, dalam arti keputusan tersebut dibuat berdasarkan
nilai-nilai yang dianut organisasi.

Nilai-nilai pribadi, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas dasar nilai-
nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk
mempertahankan status quo, dan reputasi, kekayaan.

Nilai-nilai kebijakan, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas dasar
persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuat

kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

’Galung Wisesa, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota
Semarang (Solusi Pengurangan Timbunan Sampah Di Tpa Jatibarang), Jurusan Administrasi
Publik Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2017
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e. Nilai-nilai ideologis, dalam arti keputusan tersebut didasarkan pada nilai
ideologi, misalnya nasionalisme dapat menjadi alasan pembuatan
kebijakan dalam dan luar negeri.®
Dari berbagai uraian tentang politik dan kebijakan negara/publik di atas

terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi. Sebuah kebijakan negara/publik
tidak lahir dari ruang yang steril, sehingga kebijakan publik lahir dari kepentingan
politik dibaliknya. Hal tersebut memperjelas bahwa proses analisis kebijakan pada
dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan merupakan
proses politik dan kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh

pemerintah yang mempunyai efek langsung kepada warga negara.

* Ibid
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Kontestasi Huda Dalam Politik
Dan Pemerintahan Di Aceh Besar. Maka peneliti menggunakan pendekatan
Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang
dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun
kelompok.** Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh

jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.
3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Kontestasi Huda Dalam

Politik Dan Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Besar.
3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang
penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial
yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan
dilakukan Kabupaten Aceh Besar dengan pertimbangan agar dapat melihat
fenomena yang terjadi di daerah Aceh Besar terkait Kontestasi Huda Dalam

Politik Dan Pemerintahan.

** Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11
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3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

e Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan
organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui

observasi, wawancara langsung dengan informan.

e Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau
dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang
bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam
suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga
didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat
menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain
itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait
dengan pembahasan penelitian Kontestasi Huda Dalam Politik Dan

Pemerintahan.
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3.5. Informan Penelitian

No Informan Jumlah

1 Ketua HUDA Aceh Besar 1

2 Bappeda Aceh Besar 1

3 Ketua PDA (Partai Daerah Aceh) Aceh Besar 1

4 DPRK (Partai PAN) Aceh Besar 1
Jumlah 4

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.®> Teknik pengumpulan data
merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha
mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik
pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun

penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

%> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308
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a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena
observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang,
maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan
untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang
diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam
melakukan penelitian.*® Teknik pengumpulan data dengan cara
observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak
hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas
pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti
lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang

lebih banyak.
b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan
yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu,

yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

%% Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, hal. 165
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terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-

pertanyaan).’’
Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran,
majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode
dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan

tenaga.®

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

e Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data
mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang
diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama
penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi
data adalah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan
membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga

interpretasi bias ditarik.

3" Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23
%8 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),

hal.100
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e Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data,
yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan
atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data
dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara
mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa

kategori dan dilakukan secara sistematis.

e Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari
penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama
dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat
penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
4.1. HUDA dalam Peta Politik di Aceh: Masa Konflik ke Pasca Konflik

HUDA adalah singkatan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh yang
sebelumnya bernama PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Kantor
pusatnya berada di Kota Banda Aceh dengan pimpinan Tgk. Hasanoel Basri yang
merupakan juga pimpinan dayah Mudi Mesra di Samalanga. Dari awalnya
kemunculannya, HUDA merupakan wadah menyampaikan aspirasi atau
pemikiran mengenai keagamaan, sosial dan politik yang mencakup semua aspek
kehidupan masyarakat. Sejarah mencatat proses kelahiran HUDA terkait erat
dengan isu perdamaian di Aceh.*

Kehadiran HUDA juga memiliki sejarah tersendiri dan tidak jauh berbeda
dengan proses terbentuknya PUSA. Berkat hasil musyawarah pertama yang
dilakukan di Makam Syiah Kuala tanggal 13-14 September 1999, yang diikuti
oleh lebih kurang 600 peserta dari berbagai daerah yang ada di Aceh yang terdiri
dari kalangan aktivis muda, mahasiswa, santri dan para ulama tercapailah sebuah
kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang siap menampung aspirasi
masyarakat dan berjuang menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Organisasi
dimaksud diberi nama HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), didirikan di

Makam Syiah Kuala Banda Aceh pada Tanggal 4 Jumadil Akhir 1420 H,

*Sejarah - PB HUDA Diakses melalui website resmi HUDA https://pbhuda.org pada
tanggal 20 Desember 2021
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bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M dan berkedudukan di Kota
Provinsi Daerah Istimewa Aceh.*

Sebetulnya bukan Makam Syiah Kuala rencana awal tempat pelaksanaan
Musyawarah, tetapi ada masalah yang menjadi pertimbangan pemerintah Aceh
pada waktu itu, sehingga membatalkan pelaksanaan di Asrama Haji. Pada hal,
sebelumnya hasil audiensi dengan Gubernur dan unsur Muspida telah
menyetujuinya. Namun dalam masa tenggang waktu satu minggu lagi pelaksanaan
musyawarah, tiba-tiba mereka menerima surat resmi dari Sekcam (Sekretaris
Kecamatan) tentang pembatalan tempat dimaksud, dengan alasan bahwa
pemerintah tidak bertanggung jawab tentang keamanan. Memang, Pak
Syamsuddin selaku Gubernur Aceh pada waktu itu merasa takut, jika ulama yang
menyuarakan, pasti akan menjadi hal yang lain. Ketakutan beliau dianggap wajar,
mengingat ia berada di posisi pemerintahan, sedangkan mengenai persoalan yang
sedang terjadi dianggap sangat sensitif.*

Inisiasi awal munculnya HUDA adalah kesediaan beberapa ulama
merespon permintaan kaum muda dan aktivis dari kalangan mahasiswa, termasuk
para santri tentang persoalan yang muncul dalam berbagai pertemuan yang
mereka lakukan. Mereka bingung siapa yang bisa menyelesaikan persoalan yang
sedang mereka hadapi. Persoalan sinilah yang mendorong mereka meminta
bantuan pada para ulama. Sebelumnya mereka mencoba menawarkan kepada NU,
Dayah Safiatuddin dan PARTI dan lain-lain, tetapi tidak ada satu organisasi pun

yang bersedia. Akhirnya muncullah inisiatif dari beberapa ulama untuk merespon

0 Ipid
1 Ipid

33



keinginan mereka. Dari kalangan ulama muda yang hadir pada waktu itu adalah
Tgk. H. Faisal Ali (Sekjen HUDA sekarang), Tgk Bulgini (Lueng Bata), Tgk H.
Baihagi (Pimpinan HUDA Aceh Utara) dan Tgk. H. Anwar (Pimpinan HUDA
Pidie Jaya, anak dari Abu Kuta Krueng), Tgk. Iskandar Zulkarnain (Malaysia).
Sedangkan dari kalangan tua yang hadir pada waktu itu adalah Abu Tumin, Abu
Kuta Krueng, dan Abu Panton. Di tengah-tengah aksi kekerasan yang terjadi
ketika itu dimana masyarakat terpecah menjadi kelompok yang mendukung
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut kemerdekaan dan mendukung
referendum dan yang mendukung otonomi luas. Para ulama ini tidak berhenti
melakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap konflik berkepanjangan
yang terjadi di Aceh.*?

Musyawarah tersebut dilakukan pada tanggal 13 s/d 14 September 1999 di
Komplek Makam Syiah Kuala (Abd. Rauf Singkel) Banda Aceh. Dalam
musyawarah tersebut membahas mengenai tentang hukum agama tentang
intimidasi, pembunuhan, penjajahan, pembakaran, dan pelanggaran HAM.
Menariknya, salah satu hasil dari musyawarah tersebut HUDA mendesak
pemerintah untuk segera mewujudkan referendum seperti yang diorasikan oleh
mahasiswa dan taliban. Namun apakah untuk bergabung ataupun berpisah dengan
negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) itu menjadi pilihan masyarakat Aceh.
Konflik dan menyelesaikan konflik yang panjang di Aceh menjadi awal mula

sejarah lahirnya HUDA di Aceh.®

2 Ipid
3 Ipid
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Hal ini terlihat jelas melalui upacara doa bersama yang diselenggarakan
sehari setelah HUDA terbentuk, tepatnya di pekarangan Masjid Raya
Baiturrahman Banda Aceh tanggal 15 September 1999. Di hadapan 2000
pengunjung dibacakannya putusan musyawarah HUDA ditandai dengan penaikan
bendera putih yang bertuliskan referendum dan sekaligus pembukaan selubung
billboard yang berukuran 4x16 meter, bertuliskan Konflik Aceh dapat
diselesaikan dengan Referendum, di pekarangan Masjid Raya Baiturrahman yang
juga dihadiri oleh Bapak KH. Abdurrahman Wahid dan didampingi oleh Bapak
Amin Rais. Pernyataan sikap ulama HUDA ini dengan tegas mendapat pujian dan
penghargaan dari GAM, sebagaimana dikatakan oleh Tgk. Maulida (eksponen
GAM wilayah Pase, Aceh Utara) kepada Serambi Indonesia yang memuji sikap
ulama HUDA yang sudah berpihak kepada rakyat, dan tidak berhasil dibeli oleh
pemerintah.**

HUDA tidak terlahir dengan mudah begitu saja, kemunculannya bukanlah
yang sudah direncanakan tetapi merupakan hal yang tidak direncanakan sama
sekali. Pada awal kemunculannya HUDA adalah organisasi yang mendapatkan
dukungan dari pihak pemerintahan yang ketika merasa terdesak dengan paksaan
dikarenakan mempertimbangakan kiprah ulama serta dukungan dari masyarakat
luas terhadap perjuangan ulama yang sangat besar. Hal inilah yang memaksakan

pemerintah untuk mendukung berdirinya organisasi HUDA.*

* Ibid
5 Ibid
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HUDA berbeda dengan organisasi lainnya seperti Inshafuddin yang
berorientasikan pendidikan, MPU yang bersifat independen maka HUDA
merupakan organisasi yang berorientasikan kepada isu-isu kontemporer, lebih
menjurus kepada politik. HUDA peduli terhadap hal-hal yang bersifat
kontemporer, seperti isu perdamaian, dimana ada celah HUDA akan masuk untuk
menawarkan solusinya. Tujuan utama dari HUDA masih sama dengan tujuan
ulama pada umumnya, yaitu memperkokoh silaturahmi antara-ulama Aceh dalam
rangka membina/membentuk umat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam
melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang Islami demi mencapai ridha Allah.
Eksistensi HUDA dalam perjalanan sejarah perjuangan masyarakat Aceh,
memiliki peran signifikan, mulai dari awal kemunculannya sampai sekarang.
HUDA telah memainkan perannya dalam berbagai bidang. Berkat dukungan dari
sejumlah dayah yang ada di Aceh, Kini keberadaan dayah menjadi sangat penting,
khususnya di bidang agama dalam upaya mewujudkan penerapan syari’at Islam di
tanah Serambi Mekkah ini. Di bidang politik, ulama telah menghasilkan

perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh.“°

8 Ipid
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Berikut tabel struktur kepengurusan HUDA

No Jabatan Nama
1 Ketua Umum Tgk. H.Hasanoel Basri
2 Sekretaris Jenderal Tgk. H. TU Bulgini

3 Ketua | Bidang Kajian dan | Tgk. H.Hasanoel Basri
pendidikan

4 Ketua Il Bidang Pembinaan | Tgk. H.Syamaun Risyad
dan Pengembangan Dayah

5 Ketua Il Bidang | Tgk.H. Marhaban Adnan
Pengembangan Ekonomi
Dayah

6 Ketua IV Bidang Dakwah | Tgk. H.Husaini A Wahab
dan Komunikasi Ummat

7 Ketua V Bidang Hubungan | Tgk. H. Haramen
antar Lembaga dan
Pengembangan Organisasi

Dilihat dari sejarah kemunculannya, HUDA merupakan organisasi yang
aktif dalam isu politik. Keterlibatannya sebagai sebuah organisasi tidak hanya
sebagai organisasi yang memberikan solusi terhadap persoalan mengenai agama
tetapi mencakup seluruh aspek persoalan kehidupan manusia. Keterlibatannya
dalam dunia politik jelas terlihat dari awal kemunculannya yang memberikan
solusi terhadap konflik Aceh vyang berkepanjangan. Bahkan setelah
penandatanganan perdamaian MoU Helsinki kiprah HUDA dalam politik masih
sangat aktif. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Huda Aceh
Besar dalam wawancaranya:

HUDA dari awal dibentuk itu memang sangat aktif dalam isu politik.
Dapat dibaca sejaran HUDA yang sangat aktif dalam memberi solusi
perdamain Aceh pada masa konflik berkepanjangan yang terjadi di masa

lalu. Huda tidak hanya berpaku pada pengajaran agama saja tapi juga
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ikut terlibat dalam dunia perpolitikan, bahkan setelah penandatanganan
perdamaian MoU Helsinki HUDA dalam politik masih sangat aktif. Bisa
dilihat dengan adanya ulama-ulama yang ikut dalam kontestasi politik

maupun menduduki jabatan strategis di pemerintahan.*’

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat melihat bahwa HUDA dibentuk
untuk memberikan arahan bukan hanya dibidang agama saja, tetapi ikut
memberikan arahan dalam ranah perpolitikan di Aceh.

Hal serupa juga di sampaikan oleh partai PDA bahwa HUDA dari awal
terbentuk memang sangat aktif dalam isu-isu perpolitikan. Terlihat dari HUDA
yang aktif memberi solusi dan masukan dalam konflik Aceh waktu itu dan adanya
beberapa anggota HUDA yang aktif dalam dunia politik praktis dan menduduki
jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh partai PDA dalam
wawancaranya:

Dapat dilihat dari sejarah terbentuknya HUDA memang sangat aktif
dalam isu-isu politik. Terlihat jelas saat HUDA aktif memberikan
masukan-masukan dan solusi dalam konflik Aceh masa lalu. Selain itu
juga terdapat beberapa anggota HUDA yang menduduki jabatan strategis
di pemerintahan bisa dibilang bahwa HUDA organisasi yang tidak

berpaku pada agama saja akan tetapi juga sangat peduli pada politik.*

Dalam wawancara di atas dapat dilihat bahwa dari pertama dibentuknya

organisasi HUDA ini, HUDA memang selalu terlibat dalam dunia perpolitikan,

7 Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
“8 \Wawancara dengan Ketua Partai PDA pada tanggal 18 Desember 2021 di kantor PDA
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dan ada juga aktor dari organisasi HUDA yang memiliki jabatan di pemerintahan
Aceh Besar.

Selanjutnya keterlibatan ulama HUDA dalam berpolitik tidak hanya
sebatas politik secara substansial saja tetapi juga terlibat dengan politik praktis.
Hal ini terbukti dengan sejak awal mula kemunculannya HUDA secara tidak
langsung sudah terlibat politik substansial. Namun ada di antara anggota HUDA
yang terlibat langsung politik praktis, di antaranya ada Tgk Muhibban yang
pernah terpilih selaku anggota DPRK pada periode yang lalu. Kemudian disusul
dengan Tgk Harmen Nurhikmar dan Waled Husaini sebagai wakil bupati Aceh
Besar. Hal ini dijelaskan oleh ketua HUDA Aceh Besar dalam wawancaranya:

Keterlibatan ulama HUDA dalam berpolitik bukan hanya sebatas politik
secara substansial saja akan tetapi juga terlibat dengan politik praktis.
Hal ini terbukti dengan sejak awal mula kemunculannya HUDA secara
tidak langsung sudah terlibat politik substansial. Namun ada di antara
anggota HUDA yang terlibat langsung politik praktis, seperti dapat dilihat
ada Tgk Muhibban yang pernah terpilih selaku anggota DPRK pada
periode yang lalu. Kemudian disusul dengan Tgk Harmen Nurhikmat, dan
Waled Husaini yang terpilih sebagai wakil bupati Aceh Besar.*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa HUDA ikut terlibat
dalam setiap perpolitikan di Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ulama HUDA vyang terjun ke dunia politik praktis ditampung melalui
partai politik. Partai politik yang memiliki konektivitas yang baik dengan HUDA

dalam Partai Daulat Aceh (PDA). Bagi anggota HUDA yang ingin mengikuti

49 Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
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pemilihan politik praktis maka PDA merupakan salah satu partai yang
menampung jalannya proses pemilihan. Hal ini dijelaskan oleh partai PDA dalam
wawancaranya:

Untuk anggota HUDA yang ingin terlibat dalam dunia perpolitikan kami
tampung dalam partai PDA ini. Kami punya konektivitas dan relasi yang
baik dengan HUDA. Jadi untuk anggota HUDA yang ingin terlibat dalam
dunia perpolitikan tidak perlu ragu lagi, kami akan mendukung. Selain
karena memang dekat dengan HUDA partai PDA ini juga memiliki visi-
misi yang sejalan. Sehingga jika digabungkan akan sangat cocok satu

sama lain.*°

Berdasarkan wawancara di atas dapat diartikan bahwa HUDA dan PDA
memiliki hubungan yang erat dalam ranah politik, maka tidak heran jika PDA
akan menyokong setiap anggota dari organisasi HUDA yang akan terlibat ke
dalam ranah politik.

Hal serupa juga disampaikan oleh ketua HUDA Aceh Besar dalam
wawancaranya bahwa untuk anggota HUDA yang ingin terlibat dalam politik
dapat menggunakan partai PDA untuk transportasi politiknya. Partai PDA
memiliki hubungan baik dan relasi yang kuat dengan HUDA. Oleh karena itu
anggota HUDA tidak perlu khawatir jika ingin bergabung dalam perpolitikan. Hal
ini diungkapkan oleh Ketua HUDA Aceh Besar dalam wawancaranya:

Setiap anggota HUDA vyang ingin terlibat dalam politik dapat
menggunakan partai PDA untuk transportasi politiknya. Partai PDA

memiliki hubungan baik dan relasi yang kuat dengan HUDA. Oleh karena

> Wawancara dengan Ketua Partai PDA pada tanggal 18 Desember 2021 di kantor PDA
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itu anggota HUDA tidak perlu khawatir jika ingin bergabung dalam
perpolitikan.®*

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat melihat bahwa HUDA dan PDA
memiliki hubungan yang erat diranah politik. Pengurus HUDA dapat
menggunakan PDA sebagai kendaraan politik pada pemilu atau pilkada.

Setelah Proses perdamaian dan penyelesaian konflik Aceh telah
memasuki  situasi penting dan strategis HUDA tidak lepas tangan begitu
saja dengan pengesahan UUPA dan terbentuknya pemerintahan baru melalui
pilkada yang damai dan demokratis kewenangan pemerintahan Aceh yang
besar seperti tertuang dalam UUPA, menurut HUDA, seharusnya menjadi
landasan utama dalam upaya memberikan kesejahteraan, keadilan dan kedamaian
bagi masyarakat Aceh. Hal itu memberi dampak pada perubahan situasi sosial
dan politik di  Aceh. HUDA bukan hanya memperjuangkan aspirasi
masyarakat Aceh khususnya tetapi juga peduli terhadap seluruh umat
manusia. Hal ini tercermin dari sikap HUDA yang juga pernah ikut
mendukung aksi demo damai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi
Sedunia.

Melihat fakta yang terjadi selama ini dalam hal pencegahan korupsi
yang masih banyak rintangan dan halangan yang dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu yang tidak ingin korupsi dihapus di negeri ini, maka aksi demo
damai  dilakukan oleh  berbagai komponen masyarakat sipil dalam

rangka memperingati Hari Anti Korupsi tersebut. Ulama HUDA mendukung

> Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
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kegiatan tersebut asalkan dilakukan secara damai dan bermartabat.
Keterlibatannya membantu pemerintah dalam merancang draf UUPA terus
berlanjut hingga sekarang. Para ulama HUDA selalu diundang dan dilibatkan
dalam penyusunan UUPA sekalipun terjadi perubahan.

Kiprahnya tidak hanya diperuntukan dalam politik saja tetapi juga
merangkap ke dunia pendidikan agama Islam di Aceh. Perkembangan
pendidikan agama Islam di Aceh semakin menunjukkan kekuatannya di lembaga
dayah. Menghadapi  persoalan  kehidupan  sosial dan politik yang
dinamis seperti pelaksanaan syariat Islam, reintegrasi, memajukan Aceh
pasca tsunami serta membentuk pemerintahan yang bersin HUDA tidak hanya
berpangku tangan saja. HUDA kembali melakukan musyawarah besar dalam
rangka percepatan pemenuhan aturan UUPA pada tahun 2005 di Kota Banda
Aceh yang dilaksanakan secara internal dan menghasilkan beberapa rekomendasi
dan bekerjasama dengan pimpinan-pimpinan dayah yang kemudian di ajukan
kepada lembaga legislatif dan eksekutif pemerintah Aceh. Adapun beberapa hasil
dari musyawarah tersebut yang dijadikan rekomendasi adalah:

a. HUDA mendukung penuh dan mengabadikan pelaksanaan klausul-
klausul kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki dalam
koridor NKRI.

b. Mendukung pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, diharapkan
kepada Pemerintah Aceh supaya menerapkan pendidikan Islam di

setiap jenjang Pendidikan yang ada di Aceh
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c. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA
mempercepat Pengesahan Qanun Syariat Islam, Qanun yang berkaitan
dengan MPU dan ganun pendidikan yang sesuai dengan amanat MoU

d. Pendidikan Pesantren/Dayah harus diatur tersendiri di dalam
Qanun Pendidikan, anggaran dan legalitasnya disamakan dengan
pendidikan negeri.

e. Mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menindak dengan tegas
seluruh bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun di bumi
Aceh.

f. Mengharapkan pemerintahan Aceh dalam penempatan pejabat
harus mengutamakan profesionalisme sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya

g. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA supaya
mewajibkan baca Al-Quran dan ilmu fardhu ,,ain sebagai salah satu
syarat untuk calon keuchik, camat, bupati/walikota dan gubernur serta
pegawai negeri di Aceh.

h. Mengharapkan pemerintah Aceh untuk tidak menjual tanah kepada
pihak asing, dan tidak membenarkan penjualannya lebih dari 10 tahun.
Rekomendasi yang dihasilkan tersebut menunjukkan pilihan sikap

HUDA dalam dinamika sosial politik yang ada di Aceh dalam proses damai.
Argumentasi yang dibangun HUDA sarat dalam upaya menuju pelaksanaan

Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa HUDA telah
memainkan perannya dalam berbagai bidang. Terutama di bidang politik, ulama
telah menghasilkan perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik yang
berkepanjangan di Aceh. Dilihat dari sejarah kemunculannya HUDA merupakan
organisasi yang aktif dalam isu politik. Keterlibatannya sebagai sebuah organisasi
tidak hanya sebagai organisasi yang memberikan solusi terhadap persoalan
mengenai agama tetapi mencakup seluruh aspek persoalan kehidupan manusia.
Keterlibatannya dalam dunia politik jelas terlihat dari awal kemunculannya yang
memberikan solusi terhadap konflik Aceh yang berkepanjangan. Bahkan setelah
penandatanganan perdamaian MoU Helsinki kiprah HUDA dalam politik masih

sangat aktif.

4.2. HUDA dan Pengambilan Kebijakan di Pemerintah Aceh Besar

Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri
dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitasi itu menemukan hubungan-
hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu
mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila
kehidupan politik di pandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu
konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem.
Masukan-masukan (input) yang datang dari komponen lain dalam sistem
merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan.

Masukan itu dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-
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kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai konsekuensi

terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya.

Tuntutan Keputusan
————p dan tindakan
[ i Proses konversi _—

Apatis pengambilan o

Input > keputusan pemerintah

Dukungan

Umpan balik

Gambar. 1 Teori Sistem David Easton
Huda dalam pengambilan kebijakan tidak hadir secara organisasi tapi hadir
melalui perwakilan Waled Husaini, Huda juga berafiliasi dengan PDA (Partai
Daerah Aceh). Sehingga aspirasi-aspirasi atau usulan-usulan dari Huda itu masuk
melalui Waled Husaini dan anggota legislatif di DPRK Aceh Besar yang berasal
dari Huda. Seperti yang ungkapkan oleh ketua HUDA Aceh Besar dalam
wawancaranya:
Huda untuk memasukkan kebijakan di pemerintahan Aceh Besar ada
perwakilan di sana seperti di eksekutif ada Waled Husaini sebagai Wakil

Bupati saat ini dan ada beberapa anggota Huda juga di legislatif yang
didukung oleh partai PDA.>

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa keterlibatan Huda

dalam pemerintahan Aceh Besar diwakili oleh Waled Husaini sebagai Wakil

> Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
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Bupati dan beberapa anggota Huda di legislatif DPRK Aceh Besar yang berafiliasi

dengan partai PDA ( Partai Daerah Aceh). Sehingga ide-ide atau usulan-usulan

dari Huda akan disampaikan melalui Waled Husaini dan anggota legislatif di

Aceh Besar yang berlatar belakang Huda.

Sejak terpilih Mawardi Ali dan Waled Husaini sebagai Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Besar hasil pilkada 2017, terdapat beberapa kebijakan yang mereka

hasilkan.

Berikut beberapa kebijakan Pemerintahan Aceh Besar:

Wajib No Waled  Serambi Melaksanakan  Masyarakat
berhijab bagi 451/65/2018 Husaini Syariat Islam menerima
pramugari dengan baik
muslim
Program Perbup Waled Dinas Melahirkan Masyarakat
Tahfidz Aceh Besar Husaini Pendidikan satu Gampong menerima
No 2% dan satu Hafidz dengan baik
Tahun Kebudayaan
2021 dan Kabupaten
perbup Aceh Besar
Tentang
satu
gampong
satu hafidz
Pembinaan Waled  Antara Aceh  Kepedulian Masyarakat
dan Husaini Pemkab Aceh menerima
Pembangunan Besar kepada dengan baik
Dayah Dayah-dayah
dan pesantren
yang akan
melahirkan
ulama serta
mubaligh Aceh
Wajib Nomor Bupati  Serambi Melestarikan Masyarakat
Penggunaan 061/046 bahasa aceh menerima
Bahasa Aceh dengan baik
sebagai
Bahasa
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8

Komunikasi

Lisan di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Aceh Besar
Kebijakan Pro Peraturan Bupati Serambi Mensinergikan  Masyarakat
Abes Bupati No penanggulangan menerima
58 tahun kemiskinan dengan baik
2017 lintas sektor di
Aceh Besar
Pembangunan Visi  misi Bupati Deaklesis.com Gebrakan baru Masyarakat
mall bupati dan untuk Aceh menerima
pelayanan wakil Besar yang dengan baik
publik di bupati maju
lambaro Aceh Besar
Kebijakan Ketua BERNAS Jangan Kritikan
arah DPRK  ACEH jadikan  pulo
pembangunan Aceh aceh  sebagai
Pulo Aceh Besar selfie  politik.
Pemerintah
sudah
mengusulkan
ambulan laut
melalui  dinas
kesehatan.
Jadi  jangan
timbul rasa
seolah-olah
pemerintah
tidak  peduli
dengan  pulo
R A M s A M1 M Yoy
Kebijakan Bupati  Serambi mengajak
pengembangan investor
pariwisata kembangkan

Sumber data: olahan peneliti berdasarkan media massa

wisata di aceh
besar

Berdasarkan data pada tabel di atas menjelaskan bahwa waled Husaini

hanya mampu mempengaruhi 3 kebijakan dari 8 kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah Aceh Besar. 3 kebijakan tersebut yaitu kebijakan kewajiban

47



menggunakan hijab bagi pramugari muslim, kebijakan program tahfizh dan
program pembinaan dan pembangunan dayah. Sedangkan pada kebijakan lainnya
terlihat HUDA atau Waled Husaini cukup minim untuk mempengaruhi keputusan
kebijakan tersebut.
1. Kebijakan Wajib Menggunakan Hijab Bagi Pramugari Muslim
Kebijakan pertama yang berhasil dipengaruhi oleh Waled Husaini
dalam pengambilan keputusan adalah kebijakan wajib menggunakan hijab
bagi pramugari muslim. Kebijakan ini dikeluarkan melalui surat edaran
Bupati No 451/65/2018 Tentang Kewajiban Menggunakan Hijab Bagi
Pramugari Muslim. Hal ini dijelaskan oleh HUDA Aceh Besar dalam
wawancaranya:
Ada beberapa kebijakan yang berhasil diwujudkan oleh Waled
Husaini salah satunya kebijakan wajib menggunakan hijab bagi
pramugari muslim, kita sebagai masyarakat yang melaksanakan
syariat Islam memang sudah sepatutnya menjaga penampilan
sesuai dengan ajaran Islam. kebijakan ini dikeluarkan melalui

surat edaran Bupati Aceh besar. Jadi semua pramugari muslim
sekarang harus berhijab/berjilbab.>

Serambinews Q

Setelah Pramugari Wajib Berjilbab,
Kini Bupati Aceh Besar Larang
Maskapai Beroperasi pada Hari Raya

[l
(@ Tribun-medan.com - Tribunnews.com

Bupati Aceh Besar Wajibkan Pramugari Pakai Jilbab, Polisi Syariah Siaga di
Bandara - Tribun-medan.com

Sumber: Serambinews

> Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
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Berdasarkan wawancara dan berita dari media serambi tersebut
menjelaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan pramugari muslim
berhijab sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini menandakan
bahwa HUDA telah berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan
kebijakan dan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Hal senada juga dijelaskan oleh ketua partai PDA bahwa salah satu
kebijakan yang berhasil diajukan oleh Huda adalah kebijakan wajib
menggunakan hijab bagi pramugari muslim. Kebijakan ini bertujuan untuk
melaksanakan syariat Islam di Aceh Besar. Perihal ini disampaikan dalam
wawancaranya:

Sebenarnya ada beberapa kebijakan yang diusulkan dengan
mempertimbangkan pendapat Huda. Salah satunya kebijakan wajib
berhijab bagi pramugari muslim. Jadi setiap pramugari muslim
yang akan landing di bandara yang berada di Aceh Besar wajib
menggunakan Hijab, kita sebagai daerah yang menjalankan
syariat Islam harus menjaga hal-hal seperti ini supaya
pelaksanaan syariat Islam di sini berjalan dengan seperti yang
diharapkan.**

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kebijakan
wajib berhijab bagi pramugari merupakan salah satu kebijakan yang
diusulkan oleh Huda melalui Waled Husaini di pemerintahan Aceh Besar.
Kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Aceh Besar
menjalankan syariat Islam secara baik dan benar.

Kebijakan Program Tahfizh
Kebijakan kedua yang berhasil dipengaruhi oleh Waled Husaini

dalam masa pemerintahannya ialah kebijakan program tahfizh, kebijakan

>* Wawancara dengan Ketua Partai PDA pada tanggal 18 Desember 2021 di kantor PDA
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ini dimaksudkan agar setiap gampong memiliki tahfizh yang dimasa akan
datang mampu membangun gampong tersebut ke arah islami dan
berakhlak mulia serta mampu menghafal Al-Quran. Kebijakan ini sejalan
dengan visi misi Bupati Aceh Besar yaitu mendidik satu gampong satu
tahfizh. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh partai PDA dalam
wawancaranya:
Salah satu kebijakan yang terlihat ada pengaruh dari Waled
Husaini dengan latar belakang HUDA kebijakan program tahfizh.
Sebenarnya program ini juga merupakan visi misi dari Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Besar, bisa dilihat itu di visi misi mereka.
Program ini bertujuan untuk melahirkan satu hafizh di satu
gampong, dengan harapan di masa depan semua gampong
mempunyai hafizh dan mampu membangun gampong kearah yang
islami.>
Berdasarkan wawancara di atas kita dapat melihat bahwa program
tahfizh merupakan salah satu program kebijakan yang berhasil Waled
Husaini pengaruhi, dan program tahfizh ini dibentuk dengan tujuan agar
muda mudi gampong dapat mengahafal Al-Quran, dengan adanya program
ini maka dapat membentuk gampong ke arah yang lebih baik lagi di masa
yang akan datang.
Lebih lanjut mengenai kebijakan program tahfizh, program ini
dilaksanakan berdasarkan Perbup Aceh Besar No 27 Tahun 2021 Tentang
satu gampong satu hafidz. Program Tahfiz ini adalah aktualisasi dari

program 1 gampong 1 hafiz, dan untuk tahap awal pemerintah Aceh Besar

memberikan beasiswa untuk seratus (100) santri dan realisasi setiap

> Wawancara dengan Ketua Partai PDA pada tanggal 18 Desember 2021 di kantor PDA
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tahunnya bertambah. Program ini dibawah Dinas Pendidikan Aceh Besar
dengan skema pemberian beasiswa bagi para calon hafiz yang direkrut.
Setiap para calon hafiz yang direkrut mereka adalah pelajar-pelajar tingkat
sekolah menengah pertama (SMP) dari tiap-tiap Gampong di Aceh Besar.
Program tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2021 dengan besaran
anggaran sebanyak Rp 3,4 Milyar rupiah. Hal ini diungkapkan oleh
Bappeda Aceh Besar dalam wawancaranya:
Program tahfiz dilaksanakan berdasarkan perintah Perbup No 27
Tahun 2021 tentang satu gampong satu hafidz. Program ini
dilaksanakan dari program 1 gampong 1 hafizh, di awal
pemerintah akan memberikan beasiswa sebanyak 100 santri tapi
nanti akan bertambah setiap tahunnya. Karena berkaitan dengan
pendidikan jadi program ini ditangani oleh Dinas Pendidikan Aceh
Besar. Untuk penganggarannya melalui APBD 2021 sebesar 3,4
milyar setiap tahunnya.”®
Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program tahfiz
ini bearada di bawah penanganan Dinas Pendidikan Aceh Besar. Dilihat
dari besaran anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Aceh Besar dalam
program ini menandakan ada keseriusan terhadap pelaksanaanya
dilapangan.
Para hafiz yang menjalani program hafiz tersebut dipersiapkan
sedini mungkin untuk menjadi pengajar Al-Quran dan imam di setiap
gampong yang ada di Aceh Besar. Karena selama ini, khusus untuk imam

shalat, dibutuhkan para generasi muda yang benar benar mengaplikasikan

ilmu Al-Quran sejak usia remaja. Nanti jika sudah selesai program ini,

% Wawancara dengan Bappeda Aceh Besar pada tanggal 20 Desember 2021 di Jantho
Aceh Besar
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mereka akan dipulangkan ke kampung masing-masing, diharapkan bisa
menjadi imam, agar hafalannya bagus, bacaannya bagus, mulai dari
tajwidnya dan juga hasilnya. Lebih dari itu bisa mengajar juga di desa
masing-masing. Hal ini disampaikan oleh HUDA dalam wawancaranya:
Keinginan pemerintah di bawah pimpinan Pak Bupati dan Wakil
Bupati sekarang sangat besar untuk menciptakan hafiz di Aceh
Besar, mereka nantinya yang akan menjaga dan menghafal Al-
Quran secara lisan. Para hafiz harus dilatih sedini mungkin agar
mereka belajar Al-Quran dan menjadi imam di gampong masing-
masing, karena selama ini, khusus untuk imam shalat, dibutuhkan
para generasi muda yang benar benar mengaplikasikan ilmu Al-
Quran sejak usia remaja. Nanti jika sudah selesai program ini,
mereka akan dipulangkan ke kampung masing-masing.>’
Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa program hafizh
ini diharapkan nantinya mampu menjadikan remaja-remaja gampong
menjadi imam, dengan menjadi hafiz akan memperlancar bacaan Al-Quran
dan diharapkan dapat mengajar membaca alquran di gampong masing-
masing.
3. Kebijakan Pemberdayaan dan Pembangunan Dayah
Selain itu kebijakan ketiga yang dirumuskan oleh Waled Husaini
dalam konteks HUDA adalah kebijakan pemberdayaan dan pembangunan
dayah. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk membangun dayah agar
santri dan santriwati nyaman dalam menuntut ilmu. Dalam program
pembangunan dayah dan pembinaan dayah ini mendapat anggaran sebesar

21 miliar rupiah yang dianggarkan melalui dana alokasi umum tahun 2019

yang diurus oleh Dinas Pendidikan Dayah. Sedangkan pelaksanaannya

> Wawancaranya dengan Ketua HUDA Aceh Besar pada tanggal 12 Desember 2021 di
PB HUDA Aceh Besar
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mengacu pada Perbup No 9 Tahun 2019 Tentang pembinaan dan

pembangunan dayah. Hal ini disampaikan oleh Bappeda Aceh Besar

dalam wawancaranya:

Ada juga kebijakan pemberdayaan dan pembangunan dayah
seperti pengadaan kitab/buku pendidikan dayah, komputer PC
lengkap untuk dayah, Untuk pembangunan meliputi Dayah Ruhul
Fatayat Gampong Seulimeum, Bilik santri Dayah Ulee Titi
Gampong Siron, Pembangunan ruang belajar Dayah Bustanul
Ulum Bukit Baro, pembangunan rumah dewan guru Pesantren Tgk
Chiek Eumpe Awee, pembangunan rumah dewan guru dayah
Istigamatuddin  Darul Muarrif dan bilik santri dayah
Istigamatuddin Darul Muarrif, Pembangunan asrama santri Bina
Tunas Bakat Batee Linteng, program ini dibawahi oleh dinas Dinas
Pendidikan Dayah dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum
(DAU) Tahun 2019 sebesar Rp 21 Miliar, untuk berbagai program
penguatan dan pembinaan serta pembangunan dayah. *®

Jika dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan oleh Pemkab

Aceh Besar untuk pendidikan dayah terlihat kepedulian besar Huda bagi

penguatan Syariat Islam di Aceh Besar.

Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat dilihat bahwa Huda tidak

terlibat langsung dalam, namun Waled Husaini dan anggota DPRK dari PDA

yang masuk memberikan usulan program yang telah diusulkan oleh Huda. Dari

data dilapangan ternyata hanya ada 3 usulan program yang mampu dipengaruhi

oleh Huda dan jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan porsi lain yang dikuasai

oleh Bupati Aceh Besar.

> Wawancara dengan Bappeda Aceh Besar pada tanggal 20 Desember 2021 di Jantho

Aceh Besar
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4.3. HUDA dan Pemetaan Kekuatan Politik dalam Perumusan Kebijakan di

Aceh Besar
PANI
PKS
Pembuatan Yoy Lingkungan  Sumber
keputusan /(yeputusan sosial Dava
pemerintah =2 Output =3 ckonomidan s———3 Input
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Gambar 2. Government Decision Makers

Huda mendapatkan porsi yang minim dalam politik dan pemerintahan
Aceh Besar. Walaupun ketua Huda yaitu Tengku Husaini terlibat menjadi wakil
Bupati Aceh Besar mendampingi Mawardi Ali pasca Pemilu Pilkada 2017.
Meskipun Waled Husaini memiliki relasi dengan dayah dan tokoh ulama besar
Aceh Besar, namun tidak berdampak pada porsi perannya di pemerintahan Aceh
Besar.

Untuk melihat pengaruh Huda maka peneliti melakukan pemetaan aktor
dan sumber dayanya dari elit yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintah
Aceh Besar. Dalam amatan peneliti terdapat 2 kubu yang mempengaruhi arah
kebijakan pemerintah Aceh Besar. Pertama, Mawardi Ali, PAN dan partai
pendukungnya. Kedua, kubu Waled Husaini dan PDA. Walaupun secara
komposisi besaran kekuasaan politik kedua kubu tidak seimbang. Berikut

pemetaan aktor dan sumberdaya yang dilakukan oleh peneliti:
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1. PAN dan partai pendukung
Kekuatan Politik
PAN sebagai partai yang memenangkan Pilkada 2017 silam di
Kabupaten Aceh Besar mampu mendominasi kebijakan-kebijakan yang
ada di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini terlihat pada kebanyakan kebijakan
di Aceh Besar hasil dari pengaruh PAN dalam mengambil keputusan
kebijakan di daerah tersebut. PAN dalam upaya mempengaruhi setiap
kebijakan yang diajukan menggabungkan kekuatan politik dengan cara
berkoalisi dengan partai lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat suara
mereka dalam merumuskan kebijakan. Biasanya PAN akan berkoalisi
dengan partai-partai yang memiliki anggota dewan terbanyak, misal
seperti PKS. Namun pada dasarnya semua anggota akan ikut membantu
apabila rumusan kebijakan yang dimunculkan itu mengacu ke arah
pembangunan yang baik. Hal ini disampaikan oleh DPRK Aceh Besar
dalam wawancaranya:
Biasanya kalau untuk perumusan kebijakan supaya kebijakan
tersebut keluar menjadi sebuah produk perlu dukungan suara dari
anggota dewan kan. PAN dalam mengusulkan sebuah kebijakan
biasanya untuk memperkuat suara kita berkoalisi dengan partai-
partai lain yang memiliki banyak kursi di DPRK, misal PKS
contohnya yang lumayan punya banyak kursi di sana. Akan tetapi
perlu diketahui pada dasarnya semua anggota akan ikut membantu
apabila rumusan kebijakan yang dimunculkan itu mengacu ke arah
pembangunan yang baik.>®

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa PAN sebagai

partai yang mendominasi pengambilan kebijakan-kebijakan di Aceh Besar

> Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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dalam memperjuangkan sebuah kebijakan biasanya akan berkoalisi dengan
partai lain yang juga memiliki banyak kursi di pemerintahan. Hal ini
dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan kebijakan di
sana. Partai yang dilirik ialah partai PKS dengan alasan partai tersebut
memiliki banyak kursi di pemerintahan legislatif Aceh Besar.

Dalam memasukkan kebijakan sangat diperlukan kekuatan politik.
Oleh karena itu anggota DPRK berkoalisi dengan beberapa partai untuk
memastikan kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh. Adapun
kebijakan yang dihasilkan dari koalisi partai salah satunya kebijakan
pembangunan Pulo Aceh. Hal ini disampaikan oleh DPRK Aceh Besar
dalam wawancaranya:

Salah satu kebijakan yang berhasil karena berkoalisi adalah
kebijakan arah pembangunan Pulo Aceh. Dimana pulau Aceh
merupakan daerah yang terpinggirkan, jadi perlu pembangunan
yang serius disana. Maka dengan adanya kebijakan tersebut akan
menentukan arah pembangunan yang lebih khusus dan serius.
Kebijakan ini berhasil dikeluarkan berkat dukungan bersama di
fraksi DPRK Aceh Besar.®”

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa kebijakan yang
berhasil atau dampak dari kerja sama antara partai lain di DPRK mampu
menghasilkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan di Pulo Aceh.

Selain itu juga dijelaskan bahwa di Aceh Besar dalam

memasukkan sebuah kebijakan mempunyai peluang yang besar saat

mampu membangun komunikasi secara politik. Dimana mampu

meyakinkan bahwa kebijakan yang diperjuangkan ini memang penting

®% \Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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untuk masyarakat Aceh Besar dan patut diperjuangkan. Maka untuk
memasukkan sebuah kebijakan dalam agenda rapat perlu strategi dan
persiapan yang matang agar nantinya diterima dan di dukung oleh pihak
yang lain. Hal ini disampaikan oleh DPRK Aceh Besar dalam
wawancaranya:

Peluangnya cukup besar asalkan kita bisa membangun komunikasi
politik yang baik, kita harus bisa meyakinkan bahwa kebijakan
yang kita perjuangkan ini dibutuhkan oleh publik khususnya
masyarakat Aceh Besar. Maka sebelum memasukkan kebijakan
tersebut dalam sebuah agenda rapat perlu strategi dan persiapan
yang matang. Seperti yang sudah saya katakan tadi juga bahwa
jika kebijakan itu memiliki tujuan yang baik semua akan
mendukung.®*

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa komunikasi
politik yang baik akan memberi peluang yang besar untuk memasukkan
sebuah kebijakan di Aceh Besar. Oleh karena itu perlu strategi dan
persiapan yang matang.

Kemudian tantangan dalam memasukkan kebijakan dapat dilihat
dari ketidaksamaan pendapat dan pikiran dalam memahami kebijakan yang
diajukan. Sering kali hal ini menjadi penghambat dalam proses
pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini disampaikan oleh DPRK Aceh
Besar dalam wawancaranya:

Tantangannya ego sebenarnya, ada anggota yang terkadang tidak

sependapat dengan yang kita sampaikan, sehingga kebijakan yang

diusulkan tidak bisa diterima. Ini perlu pemahaman dan
sepemikiranlah untuk mengatasi hal ini.®?

® Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
®2 Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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Selanjutnya DPRK menjelaskan arah kebijakan Aceh Besar saat ini
mengarah kepada perwujudan visi misi Bupati Aceh Besar, semua
kebijakan akan diarahkan ke visi misi tersebut. Seperti mewujudkan
kebijakan mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang
mendukung kesejahteraan masyarakat, salah satu kebijakannya Pro Abes.
Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Jika ditanya arah kebijakan Aceh Besar saat ini mengarah kepada

perwujudan visi misi Bupati Aceh Besar, semua kebijakan akan

diarahkan ke visi misi tersebut. Seperti mewujudkan kebijakan
mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang
mendukung kesejahteraan masyarakat, salah satu kebijakannya

Pro Abes. Kebijakan ini didukung oleh anggota-anggota DPRK

karena mengacu ke arah kepentingan masyarakat ramai.®®

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa arah kebijakan
Aceh Besar saat ini mengacu kepada visi misi yang dijanjikan oleh Bupati
dan Wakil Bupati sebelum menjabat. Seperti yang sudah terwujud yaitu
kebijakan mensejahterakan masyarakat melalui program Pro Abes
Kekuatan Sumber daya

Secara sumber daya partai PAN memiliki sumber daya yang cukup
untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Aceh Besar. Hal ini
dikarenakan banyaknya kursi PAN di legislatif Aceh Besar. Partai PAN
memiliki 7 kursi di DPRK. Dengan demikian partai PAN mampu

mengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh

pemerintah daerah Aceh Besar melalui orang-orangnya yang duduk di

®% Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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DPRK. Maka setiap anggota partai PAN yang berada di DPRK Kabupaten
Aceh Besar sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Partai PAN juga ikut memberikan kontribusi dengan melakukan
penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dalam memberikan kebijakan
publik di Aceh Besar baik penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan yang
mensejahterakan masyarakat maupun kebijakan- kebijakan yang lainnya.
Hal ini disampaikan oleh DPRK Aceh Besar dalam wawancaranya:

Partai PAN juga memiliki harapan terwujudnya aspirasi

masyarakat dalam rencana pembuatan kebijakan publik di Aceh

Besar. Ada penyuluhan-penyuluhan dalam memberikan kebijakan

publik. Kita usahakan masyarakat puas dengan kinerja Kita.

Sebenarnya tidak hanya partai PAN partai lain juga melakukan hal

yang sama. Kita kerja sama dalam mensejahterakan masyarakat.®*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Partai PAN
selalu berjuang dan mengupayakan untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat meskipun belum sepenuhnya kepuasan masyarakat itu
terpenuhi. Namun demikian Partai PAN terus memiliki harapan supaya
keinginan masyarakat dapat disalurkan atau terpenuhi di kemudian hari.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Partai PAN memiliki harapan
dalam kegiatan politik terwujudnya aspirasi masyarakat dan
mengupayakan keinginan masyarakat dapat dilaksanakan.

Selain itu, Partai PAN juga mendukung setiap kebijakan yang akan

dirumuskan di pemerintahan. Tidak hanya itu mereka juga senantiasa

selalu mengawasi dan mengevaluasi setiap kebijakan yang akan

* Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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dilaksanakan. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh DPRK dalam
wawancaranya:
Partai PAN selalu aktif dalam memberikan dukungan dan
evaluasi kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan
publik. Seperti mengadakan diskusi dengan pemerintah lewat
anggota Dewan yang ada di DPRK Aceh Besar, dengan begitu
partai PAN mudah saja memberikan masukan-masukan dalam
bentuk kebijakan.®
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PAN aktif
dalam memberikan dukungan dan evaluasi kepada pemerintah Aceh Besar
dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui diskusi dengan
pemerintah melalui anggota dewan yang berasal dari PAN di DPRK Aceh
Besar. Dengan demikian PAN dengan mudah memberikan masukan-
masukan dan mempengaruhi kebijakan di daerah tersebut.
PDA dan Sumber dayanya
Kekuatan Politik
Partai PDA merupakan partai yang menaungi para ulama yang
akan maju dalam kontestasi politik di Aceh. Dalam partai ini diisi oleh
tokoh-tokoh ulama besar dan terkenal di kalangan masyarakat. Seperti
yang terjadi pada pilkada Aceh Besar dimana Waled Husaini yang berasal
dari HUDA dan didukung oleh partai PDA untuk maju sebagai calon
Wakil Bupati Aceh Besar. Sebagai tokoh ulama di Aceh Besar yang
memiliki relasi dayah akan mampu menarik simpati masyarakat. Hal ini

dipercaya akan memenangkan paslon tersebut dalam pilkada 2017 lalu di

Aceh Besar. Selain itu di DPRK Aceh Besar PDA mempunyai anggota-

® Wawancara dengan DPRK Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 di Aceh Besar
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anggotanya yang akan mengontrol berjalannya pemerintahan. Hal ini
dijelaskan oleh partai PDA dalam wawancaranya:

Partai PDA ini partai yang menampung para ulama yang ingin

maju dalam dunia perpolitikan. Jadi kalau ada ulama yang ingin

maju atau terjun dalam dunia politik kita akan damping dan
dukung. Seperti Waled Husaini yang berlatar belakang HUDA
maju sebagai calon wakil bupati di Aceh Besar kita dukung penuh,
kita percaya beliau sebagai tokoh ulama dan dengan relasi beliau
sebagai pimpinan dayah akan menarik simpati masyarakat,
apalagi di Aceh Besar masyarakatnya sangat menghormati ulama.

Selain itu di DPRK Aceh Besar PDA mempunyai anggota-

anggotanya yang akan mengontrol berjalannya pemerintahan.*®

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa partai PDA
sebagai partai yang menampung tokoh-tokoh ulama menjadikan sebuah
kekuatan politik untuk menarik simpati masyarakat dalam setiap
kontestasi politik yang dilaksanakan. Seperti yang terjadi pada pilkada
Aceh Besar partai PDA percaya bahwa Waled Husaini akan
memenangkan pilkada sebagai wakil bupati dikarenakan beliau seorang
tokoh ulama dan memiliki relasi dayah.

Namun demikian jumlah kursi partai PDA di DPRK Aceh Besar
tergolong rendah dibandingkan partai PAN, dimana parati PDA hanya
memiliki 4 kursi sehingga kalah kuat untuk mempengaruhi kebijakan-
kebijakan dan keputusan politik di Aceh Besar. Hal ini terlihat dari
sedikitnya kebijakan yang dipengaruhi oleh HUDA dan PDA. Ini

menandakan sumber daya yang dimiliki PDA dalam pemerintahan Aceh

Besar masih sangat minim.

% Wawancara dengan Ketua Partai PDA pada tanggal 18 Desember 2021 di kantor PDA
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Terlihat kekuatan di kontestasi tersebut sangatlah besar, sehingga
mengecilkan ruang ataupun peran Huda untuk terlibat.

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa lembaga
otoritas keagamaan walaupun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
publik, namun tidak mampu membangun bargaining dengan kekuatan aktor
politik lain dalam kontestasi politik di pemerintahan Aceh Besar. Hal ini
dibuktikan dengan lembaga sebesar Huda yang tidak punya impact untuk

mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Aceh Besar.
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

HUDA telah memainkan perannya dalam berbagai bidang. Terutama di
bidang politik, ulama telah menghasilkan perdamaian dalam upaya penyelesaian
konflik yang berkepanjangan di Aceh. Dilihat dari sejarah kemunculannya HUDA
merupakan organisasi yang aktif dalam isu politik. Keterlibatannya sebagai
sebuah organisasi tidak hanya sebagai organisasi yang memberikan solusi
terhadap persoalan mengenai agama tetapi mencakup seluruh aspek persoalan
kehidupan manusia. Keterlibatannya dalam dunia politik jelas terlihat dari awal
kemunculannya yang memberikan solusi terhadap konflik Aceh yang
berkepanjangan. Bahkan setelah penandatanganan perdamaian MoU Helsinki

kiprah HUDA dalam politik masih sangat aktif.

Huda sebagai organisasi yang memiliki otoritas kekuasaan memiliki
pengaruh yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan
Aceh Besar. Hal tersebut terjadi karena minimnya kekuatan politik Huda dalam
keseluruhan pemetaan aktor dan sumberdaya dominan dalam pengambilan
keputusan di Aceh Besar. Kubu PAN memiliki kekuatan politik  dan
pendukungnya dalam memasukkan kebijakan sedangkan HUDA tidak memiliki
kekuatan politik dan sumberdaya yang kuat sehingga mengurangi pengaruh

HUDA dalam pengambilan keputusan di Aceh Besar.
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5.2. Saran
Huda harus lebih aktif dalam perpolitikan dan menduduki jabatan strategis
di pemerintahan Aceh Besar untuk menjaga eksistensi ulama dalam dunia

perpolitikan dan menjamin setiap kebijakan yang dikeluarkan berpihak kepada

HUDA dan umat islam di Aceh Besar.
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